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ABSTRAK  

Novita Amalia Rahmah, 2025. Leemten Van Normen Tentang Sanksi 

Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif 

Maslaḥah (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-

2039). Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I  

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang sebagai aturan dasar dalam 

penegakan hukum terkait dengan penataan dan pemanfaatan tata ruang 

wilayah Kabupaten Batang. Salah satu yang diatur didalamnya adalah 

Kawasan Pertambangan Batuan. Pasal 60 ayat (4) menjelaskan bahwa 

kawasan pertambangan batuan hanya berada di enam kecamatan saja. 

Sesungguhnya dalam peraturan tersebut telah meyebutkan bahwa 

aktivitas pemanfaatan ruang harus mempunyai izin pemanfaatan ruang 

yaitu diatur dalam Pasal 137 ayat (2),namun dalam implementasinya 

masih terdapat berbagai permasalahan yaitu adanya pelanggaran 

kawasan pertambangan batuan yang tidak sesuai dengan perda tersebut. 

Arahan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran perda sesuai 

dengan Pasal 42 adalah dalam bentuk sanksi administratif. Namun 

ketentuan sanksi administratif dalam perda tidak dijelaskan lebih rinci 

mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif.Peraturan Bupati 

sebagai aturan turunan mengenai pengenaan sanksi tidak ada dan baru 

terbentuk serta disahkan pada akhir 2024. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implikasi leemten van normen terhadap penegakan hukum 

pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan menemukan 

pandangan maslaḥah terhadap kekosongan aturan sanksi izin kawasan 

pertambangan di Kabupaten Batang 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian 

yang tidak hanya berfokus pada normatif saja namun berfokus pada 

bagaimana perilaku hukum tersebut di masyarakat dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif serta pendekatan maslaḥah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati sebagai 

aturan turunan baru terbentuk di akhir tahun 2024, selama kurung lebih 

5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Perda Nomor 13 Tahun 2019. 

Keosongan hukum dan keterlambatan pembentukan peraturan bupati 

menimbulkan permasalah seperti dalam kurun waktu tahun 2022-2024 
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ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang khususnya izin 

kawasan pertambangan batuan yang mengakibatkan dampak terjadinya 

kerusakan alam dan bencana alam, akses jalan rusak, serta kerugian 

pemerintah daerah dalam perolehan pajak. Selain itu, penegakan 

hukum juga tidak maksimal walaupun sudah ditertibkan namun 

kegiatan pelanggaran izin kawasan pertambangan masih tetap muncul 

kembali. Kekosongan aturan tersebut mendatangkan kemudharatan 

sehingga dalam hal ini tidak mengacu pada kemaslahatan umum.  

Kata Kunci : Leemten Van Normen, Izin Kawasan Pertambangan, 

Maslaḥah 
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ABSTRACT  

Novita Amalia Rahmah, 2025. Leemten Van Normen Regarding 

Mining Area Permit Sanctions in Batang Regency from a Maslahah 

Perspective (Analysis Study of Regional Regulation Number 13 of 2019 

Concerning the Batang Regency Spatial Planning Plan for 2019-2039). 

K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. 

Supervisor Ahmad Fauzan, M.S.I  

Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Batang 

Regency Spatial Planning Plan (RTRW) as a basic rule in law 

enforcement related to the arrangement and utilization of the Batang 

Regency spatial planning. One of the things regulated in it is the Rock 

Mining Area. Article 60 paragraph (4) explains that the rock mining 

area is only in six sub-districts. In fact, the regulation has stated that 

spatial utilization activities must have a spatial utilization permit, 

which is regulated in Article 137 paragraph (2), but in its 

implementation there are still various problems, namely violations of 

rock mining areas that are not in accordance with the regulation. The 

direction of sanctions given when there is a violation of the regulation 

in accordance with Article 42 is in the form of administrative sanctions. 

However, the provisions of administrative sanctions in the regulation 

are not explained in more detail regarding the procedures for imposing 

administrative sanctions. The Regent's Regulation as a derivative 

regulation regarding the imposition of sanctions does not exist and was 

only formed and ratified at the end of 2024. This study aims to analyze 

the implications of leemten van normen on law enforcement for 

violations of Regional Regulation Number 13 of 2019 and to find a 

maslahah view of the absence of mining area permit sanction rules in 

Batang Regency.  

This type of research is empirical normative research, namely research 

that does not only focus on norms but focuses on how the law behaves 

in society using a qualitative approach and a maslahah approach. 

 The results of this study indicate that the Regent Regulation as a new 

derivative regulation was formed at the end of 2024, for more than 5 

(five) years since the issuance of Regional Regulation Number 13 of 

2019. The delay in the formation of the regent regulation caused 

problems such as in the period 2022-2024 various cases of violations of 

spatial planning, especially mining area permits, were found which 
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resulted in the impact of natural damage and natural disasters, 

damaged road access, and losses to local governments in tax revenue. 

In addition, law enforcement is also not optimal even though it has 

been regulated, activities violating mining area permits still reappear. 

The lack of these regulations causes harm so that in this case it does 

not refer to the public interest. 

Keywords: Leemten Van Normen, Mining Area Permit, Maslahah 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Konstitusi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum 

yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

telah menjelaskan khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di wilayah Indonesia 

merupakan milik bangsa Indonesia dan kekayaan negara.
1
 Semua 

ruang dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dikuasai oleh 

negara untuk dipergunakan demi menciptakan kemakmuran bagi 

Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, bahwa ruang 

yang terdapat di wilayah Negara Indonesia wajib dipergunakan 

untuk kebaikan dan dalam hal ini konstitusi memberikan kuasa 

pada negara agar mampu mengelola, memelihara, dan 

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan rakyat 

Indonesia yang makmur dan sejahtera serta terbentuknya tatanan 

kebahagiaan yang berkelanjutan dengan menimbang kebutuhan 

saat ini dan kebutuhan masa depan.  

Peraturan mengenai pemanfaatan tata ruang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan 

Ruang.
2
 Adanya suatu proses penataan tata ruang bertujuan untuk 

mengendalikan penyelenggaraan penataan tata ruang Negara 

Indonesia. Perencanaan penataan tata ruang ini merupakan langkah 

awal ataupun konsep awal penataan tata ruang yakni menentukan 

struktur dan pola tata ruang suatu wilayah tertentu dengan maksud 

menghasilkan rencana umum tata ruang yang terperinci, karena 

ketika terjadi kesalahan tata ruang yang tidak memperhatikan 

kondisi lingkungan akan menyebabkan berbagai permasalahan. 

Pembentukan peraturan mengenai perencanaan tata ruang ini 

bertujuan sebagai dasar dalam pengelolaan perencanaan tata ruang, 

mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta pemanfaatan sumber 

daya alam yang dimiliki setiap wilayah dapat dikelola dengan baik.  

                                                 
 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3). 

 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang 



 

 

2 

 

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam 

yang besar dan beragam yang diciptakan Tuhan bagi kelangsungan 

hidup makhluknya. Kekayaan sumber daya alam tersebut terdiri 

dari beberapa sektor diantaranya adalah sektor mineral, 

pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Semuanya 

dapat berperan penting dalam pembangunan perekonomian Negara 

Indonesia, yakni dalam hal ini harus diimbangi dengan pengelolaan 

yang baik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki 

ketergantungan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki 

diantaranya adalah sektor pertambangan. Kekayaan pertambangan 

yang terdapat di perut bumi bisa untuk diambil sewaktu-waktu dan 

bisa diolah menjadi sesuatu yang menjanjikan. Potensi yang dimiki 

tersebut harus mampu dikelola dengan baik demi terwujudnya 

keseimbangan pemanfaatan tata ruang yang baik.  

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada 

pemerintahan daerah dengan memberikan kekuasaan serta 

kemandirian, bukan berarti memberikan kemerdekaan namun 

kebebasan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan 

daerah.
3
 Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 

menyusun kebijakan salah satunya dengan membentuk peraturan 

daerah. Dalam mewujudkan suatu pembangunan yang mampu 

mendukung pengembangan pemanfaatan tata ruang dan 

memajukan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah 

mengeluarkan aturan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

demi mewujudkan tatanan ruang yang efektif, efisien, dan 

seimbang termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam yang 

dimiliki setiap daerah.  

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah kabupaten 

yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang 

mempunyai aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang 

Tahun 2019-2039. Aturan tersebut ada untuk mengatur tatanan 

                                                 
 3 Heru Nuswantoro, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan 

Keweangan Dan Fungsional Antara Provinsi Dan Kota (Semarang: Semarang 

University Press, 2008), hal.25. 
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ruang di Kabupaten Batang dalam kurun waktu dua puluh tahun 

kedepan. Peraturan tersebut membahas mengenai tujuan, strategi, 

kebijakan, hal-hal umum, strategi penataan ruang, rencana pola 

ruang, strategi penataan kawasan kabupaten, petunjuk pemanfaatan 

ruang, rencana model ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, 

serta pengaturan kawasan strategis. Peraturan daerah ini muncul 

guna terwujudnya tatanan rung wilayah kabupaten yang 

berkualitas, nyaman, aman, serta berkelanjutan. Tentunya dengan 

adanya peraturan ini pemerintah daerah Kabupaten Batang 

berusaha mengatur tatanan wilayahnya dengan menimbang 

beberapa aspek agar terwujudnya cita-cita tatanan ruang yang baik 

bagi daerahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan.  

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 telah mengatur 

terkait dengan rencana pola ruang yang bertujuan untuk 

mengendalikan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten 

Batang agar tidak memunculkan permasalahan, yaitu salah satunya 

mengatur pemanfaatan tata ruang terkait dengan kawasan 

pertambangan dan energi. Terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) sampai 

(6) bahwa kawasan pertambangan energi terbagi menjadi 3 (tiga) 

kawasan yang meliputi:  

1. Kawasan Pertambangan Mineral (logam dan batuan)  

2. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik  

3. Kawasan Panas Bumi 
4
 

Penelitian ini memfokuskan pada Pasal 60 ayat (4) Perda 

Nomor 13 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Kawasan 

pertambangan batuan terletak di 6 (enam) kecamatan, yaitu: 

Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan 

Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, dan Kecamatan 

Tulis”.
5
 

                                                 
4
 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039,Pasal 60 ayat (1). 
5
 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, Pasal 60 ayat 

(4). 
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Dalam pasal 60 ayat (4) tersebut, mengatur terkait dengan 

wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk bisa dijadikan 

kawasan pertambangan khususnya ialah pertambangan batuan. 

Perlu diketahui bahwasannya Kabupaten Batang merupakan 

salah satu tempat yang secara geografis dapat dikatakan sebagai 

wilayah yang strategis dan potensial dalam sumber daya 

alamnya. Salah satu diantaranya adalah bahan batuan, 

pertambangan batuan banyak ditambang di daerah Kabupaten 

Batang dikarenakan sebaran bahan batuan ini merata di seluruh 

daerah Kabupaten Batang.  

Sesungguhnya dalam perda tersebut telah meyebutkan 

bahwa segala aktivitas pemanfaatan ruang yang ada harus 

mempunyai ketentuan izin pemanfaatan ruang, perizinan 

pemanfaatan tata ruang ini harus ada sebelum pelaksanaan 

kegiatan permanfaatan tata ruang berlangsung. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 137 ayat (2), namun dalam implementasinya 

masih terdapai berbagai permasalahan terkait dengan kepatuhan 

individu atau perusahaan terhadap regulasi yang sudah 

ditetapkan. Arahan sanksi telah diatur dalam peraturan daerah 

tersebut khususnya disebutkan dalam Pasal 142 yat (1) sampai 

(3) yaitu arahan sanksi ini diberikan ketika siapa saja yang 

melakukan pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang tidak 

selaras dengan perencanaan tata ruang akan diberikan sanksi 

administratif. Namun demikian dalam implementasinya 

aktivitas pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang masih 

banyak ditemukan walaupun sudah ada regulasi atau aturan 

mengenai sanksi pelanggaran tata ruang.  

Seperti halnya permasalahan izin kawasan pertambangan 

khususnya pertambangan batuan. Berdasarkan pada informasi 

yang didapatkan dari penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang mencatat 

bahwa masih banyak kegiatan pertambangan yang melanggar 

aturan tata ruang yang ada dan terindikasi bahwa kegiatan 

pertambangan batuan tersebut tidak memiliki izin.  Pihak dinas 

penataan ruang menyatakan bahwa pihaknya melakukan 
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pembatasan wilayah pertambangan batuan pada 6 (enam) 

kecamatan dilakukan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. 

Salah satunya adalah dengan melihat topografi wilayah dan 

mempertimbangkan mengenai posisi dan fungsi dari masing-

masing wilayah tersebut.
6
 Menurut Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Batang juga menuturkan bahwa 

pihaknya sebagai penegak peraturan daerah telah banyak 

menindak aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan batuan 

namun pertambangan tersebut masih tetap beroperasi seperti 

biasanya. 
7
 

Sesungguhnya aturan mengenai sanksi izin kawasan 

pertambangan dalam perda tersebut harus diatur dengan jelas 

dan tegas agar dapat memastikan bahwa kegiatan yang 

berhubungan dengan pertambangan sesuai dengan rencana tata 

ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga 

tidak akan terjadi aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan 

yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun 

lingkungan sekitar. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 

dalam Pasal 142 ayat (4) menyebutkan: “ Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan 

Bupati”. 
8
 Penjelasan terkait dengan pasal tersebut adalah terkait 

dengan ketentuan lanjutan mengenai tata cara pemberian sanksi 

pada pelanggaran pemanfaatan tata ruang nantinya diatur 

dengan dibentuknya peraturan bupati.  

Peraturan Bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagai aturan turunan dari peraturan daerah tata 

ruang belum ada. Padahal adanya aturan tersebut digunakan 

sebagai peraturan penjelas ketika terjadi sebuah pelanggaran 

                                                 
6 Hasil wawancara dengan pihak bagian Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, 26 Agustus 2024.  

 
7 Hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Batang, 28 Agustus 2024.  

 
8 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, Pasal 142 ayat 

(4). 
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terkait dengan penataan ruang, sehingga aturan ini harusnya 

sudah dibentuk beriringan dengan dikeluarkannya perda tata 

ruang tersebut. Sebab, jika hal ini tidak diatur dan ditegakkan 

maka hal yang akan terjadi adalah semakin banyaknya aktivitas 

pelanggaran terhadap perda tersebut.  

Dalam perspektif Maslaḥah, peraturan yang dibuat harus 

mampu mengutamakan kemaslahatan umum. Peraturan daerah 

mengenai rencana tata ruang ini harusnya mampu 

mengutamakan kemaslahatan umum dengan dikeluarkannya 

aturan penjelas seperti peraturan bupati agar penegakan hukum 

terkait dengan pelanggaran terhadap pelanggaran tata ruang 

dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun, peraturan bupati 

yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi tersebut 

belum ada atau dapat dikatakan terdapat adanya kekosongan 

hukum (leemten van normen), sehingga hal ini berimplikasi 

pada maraknya pelanggaran tata ruang khususnya terkait dengan 

kawasan pertambangan batuan. Seharusnya peraturan mengenai 

sanksi harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan 

umum, sebab aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan 

batuan akan berdampak pada tatanan lingkungan. Sebagaimana 

firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat Al-A’raf ayat 56, 

Allah berfirman:  

 

طَمَعاًۗ انَِّ رَحْمَتَ الٰلِّ  قَرِيْب   وَ لََ تفُْسِدوُْا فِى الَْرَْضِ بعَْدَ اصِْلََحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ

نَ الْمُحْسِنِيْنَ   م ِ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi 

setelah diatur dengan baik, Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut dan penuh harap sesungguhnya Allah sangat dekat dengan 

orang-orang yang sudah berbuat baik (Q.S Al-A’raf/56:7).
9
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia 

tidak boleh melakukan kerusakan dibumi. Adanya pelanggaran 

                                                 
 9 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Terejemahannya Dan 

Tajwid (Bandung: PT Signa, 2014). 
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terkait dengan penataan ruang khususnya kawasan 

pertambangan batuan akan mendatangkan suatu kemudharatan 

(kerusakan). Jika pertambangan batuan dilakukan dengan skala 

besar dengan tidak menaati aturan yang sudah ditentukan maka 

akan menimbulkan dampak negatif terhadap tata ruang yang 

sudah diatur sedemikian rupa dalam perda terkait dengan 

rencana tata ruang. Tentunya dibentuknya perda tata ruang dan 

peraturan bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi 

pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai peraturan turunan dari 

perda terkait dengan tata ruang ini tidak lain untuk terwujudnya 

kebaikan (kemaslahatan). Jika hal ini tidak ditegakkan maka 

nantinya akan mampu menimbulkan kerusakan lingkungan 

bahkan mendatangkan sebuah bencana.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, 

maka penulis mengangkat judul penelitian “Leemten Van 

Normen Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di 

Kabupaten Batang Perspektif Maslaḥah (Studi Analisis 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang)”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana implikasi leemten van normen terhadap penegakan 

hukum dalam pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2019 ?  

2. Bagaimana tinjuan Maslaḥah terhadap kekosongan aturan 

sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis implikasi leemten van normen terhadap 

penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2019.  
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2. Menganalisis dan menemukan pandangan  Maslaḥah terhadap 

kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di 

Kabupaten Batang.  

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk para akademisi, harapannya hasil penelitian ini dapat 

memberikan tambahan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan 

dan memperdalam ilmu di bidang Hukum Tata Negara 

mengenai Leemten Van Normen tentang aturan sanksi izin 

kawasan pertambangan dengan ditinjau perspektif Maslaḥah 

b. Untuk para peneliti, hasil dari penelitian mampu menjadi 

tambahan referensi bagai penelitian sebelumnya 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk Pemerintah Kabupaten Batang, diharapkan dari hasil 

penelitian ini bisa dijadikan masukan, dasar, dan 

pertimbangan serta tolak ukur dalam merancang aturan. 

b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

pentingnya menegakkan aturan khususnya terkait dengan 

aturan pemanfaatan tata ruang mengenai kawasan 

pertambangan.  

 

E. Kerangka Teori  

a. Kekosongan Hukum (Leemten Van Normen) 

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia dalam 

kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat memperlukan 

aturan atau hukum yang mampu mewujudkan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat secara harmonis dan teratur. 

Namun dalam upaya penegakan hukum atau aturan hukum di 

Negara Indonesia ini sering dijumpai adanya kendala yang 

berkaitan dengan perkembangan masyarakat lebih cepat 

daripada perkembangan peraturan perundang-undangan. Akibat 

dari hal tersebut memungkinkan terjadinya suatu keadaan 

dimana regulasi yang ada dirasa kurang lengkap dan tidak 

mampu menjamin sebuah kepastian hukum bagi masyarakat 
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sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum 

(rechvecvacuum) dalam kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan pada Hukum Positif, makna dari kekosongan 

hukum bisa disebut sebagai kekosongan Undang-Undang atu 

Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika 

dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun ataupun 

membentuk peraturan perundang-undangan harus memerlukan 

waktu yang cukup lama. Akibatnya pada saat Peraturan 

Perundang-Undangan tersebut berlaku di masyarakat maka 

keadaan dan hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut tidak 

lagi selaras dengan dinamika keadaan dimasyarakat itu 

sendiri.
10

  

b. Maslaḥah 

Asal usul kata   Maslaḥah  berasal dari kata dengan 

bentuk jamaknya  mashalih
11

 yang memilki makna manfaat dan 

kebaikan. Dalam bahasa arab kata  Maslaḥah bermakna baik 

atau positif lain halnya dengan kata mafsadah yang memiliki 

arti kebalikan dari  Maslaḥah yaitu kerusakan atau keburukan. 

Secara istilah, arti kata  Maslaḥah diartikan sebagai salah satu 

upaya meniadakan suatu keburukan atau sebagai kenikmatan 

yang bertujuan untuk menegakkan tujuan hukum. Didalam 

kajian agama Islam  makna  Maslaḥah dapat dimaknai sebagai 

hal yang digunakan untuk meraih sebuah kemanfaatan atau 

keuntungan dan menolak terjadinya kerusakan ataupun 

keburukan. Didalam hukum Islam   Maslaḥah merupakan 

pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit 

disebutkan dalam nash maupun ijma; secara tegas tidak ada 

penolakan atasnya, namun kemasalahatan itu didukung oleh 

                                                 
 
10 Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum",Jurnal 

Rechtsvinding Online, 2018, 1–7, 

https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan 

Hukum.pdf. hal.3 
11

 Ibn Mandzur Al-Afriqiy, Lisan Al-‘Ara, Juz VIII (Beirut: Dar al-Sadr, 

1972),hal.348. 
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syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan  tujuan 

syara’.
12

 

Menurut Al-Gazali, menyebutkan ada beberapa ketentuan  

agar  maslaḥah dapat dijadikan sebagai dalil hukum diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Selaras dengan tujuan syara’ dan tidak bertentangan dengan 

dalil yang qat’i. 

2.  Maslaḥah harus sejalan dan tidak bertentangan dengan akal 

sehat. 

3.  Maslaḥah tersebut bersifat dharuri, yaitu harus mrealisasikan  

salah satu hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

(al-dharuratul hamzah). 

Menurut hukum Islam  istilah  maslaḥah dapat diartikan 

sebagai segala hal yang bermaksud untuk memelihara agama, 

akal, jiwa, keturunan (kehormatan), dan harta. Adanya 

Peraturan Daerah memiliki kaitan dengan konsep maslahah, 

sebab dalam pembentukannya bertujuan untuk mengatur 

kehidupan masyarakat di suatu wilayah agar lebih tertib, aman, 

dan sejahtera yakni ingin terwujudnya sebuah kemaslahatan 

umum. Maka dengan diterapkannya konsep  maslaḥah ini 

relevan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

F. Penelitian yang Relevan  

Kajian Penelitian terdahulu digunakan untuk perbandingan, 

refrensi, ataupun acuan agar meminimalisir adanya plagiarisme 

diantaranya sebagai berikut :  

Jurnal hukum yang ditulis oleh Wisda Amalia,dkk (2016) 

dengan judul “Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap 

Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan 

Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di 

Kawasan Karst Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya proses penambangan yang 

tidak sesuai dengan Perda No.23 Tahun 2012 tentang RTRW 

                                                 
12

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh,Jilid II (Jakarta: Logos, 1999).hal.345 
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Kabupaten Kebumen, UU No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dilakukan pada wilayah 

Karst yang seharusnya dilarang. Hal ini mencerminkan bahwa 

penegakan peraturan yang ada kurang baik. Sehingga 

memunculkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. 

Memfokuskan pada mengapa pihak pemda belum melakukan 

perlindungan hukum secara tegas terhadap kawasan tersebut.  

Skripsi yang ditulis oleh Fachriadi Nandar (2021) dengan 

judul “Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di 

Kabupaten Bone” inti dari penelitian ini adalah dilatarbelakangi 

ketidaksesuaian lokasi pertambangan diluar wilayah yang terdapat 

dalam aturan yang sudah ditetapakan. Penelitian ini memfokuskan 

untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang diambil  

pemerintah daerah bone untuk melakukan penegakan terhadap 

pelanggaran Perda No.2 Tahun 2013 tentang RTRWK Bone. 

Sebagai salah satu instrumen hukum, pengawasan yang kuat harus 

dilakukan agar pelanggaran tersebut tidak semakin menimbulkan 

dampak negatif bagi tatanan ruang wilayah Kabupaten Bone.  

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Joufrensu Dewamoro, 

M.Yamani,dan  Ahmad Wali (2024) dengan judul “Penegakan 

Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Nomor 8 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong”. Penelitian ini 

dilatarbelakangi karena adanya pelanggaran ketentuan dalam 

Peraturan RTRWK Rejang Lebong. Wilayah lokasi penambangan 

batuan yang dilakukan berada di kawasan budidaya tanaman 

pangan. Memfokuskan bagaimana upaya Pemerintah Rejang 

Lebong dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perda 

tersebut. Hasilnya Pemda belum melakukan tindakan penegakan, 

penambangan tersebut bisa beroperasi kembali dengan dasar surat 

izin yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat. Pihak Satpol PP 

sebagai penegak perda belum melakukan penegakan disebabkan 

belum adanya perintah dari Bupati. Kurangnya koordinasi antar 

penegak perda menjadi salah satu hal yang menajdikan perda 

tersebut belum terlaksana dengan baik. 
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Skripsi yang ditulis oleh Hastuti Handayani (2021) dengan 

judul “Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota 

Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Pare”. Penelitian ini 

memfokuskan pad pemrosesan izin pendirian bangunan yang 

sesuai dengan perda tata ruang yang ada dan menganalisis 

penerapan perda yang dikaitkan dengan siyasah dusturiyah.  

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Pallu (2024) dengan 

judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan 

Gudang Di Kabupaten Pinrang.” Penelitian ini dilakukan untuk 

mengkaji mengenai implementasi dari peraturan daerah tata ruang 

terhadap pelanggaran terhadap aturan yang ada yakni pelanggaran 

pembangunan gudang. Regulasi sudah mengatur bahwa 

pembangunan gudang hanya dapat dilakukan di dua kecamatan 

saja.  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No  Nama, Judul 

(Tahun) 

Persamaan Perbedaan 

1.  Wisda Amalia,dkk 

(2016) 

“Perlindungan 

Hukum Kawasan 

Karst Terhadap 

Kegiatan 

Pertambangan 

Kaitannya 

Dengan 

Pengelolaan 

Lingkungan (Studi 

Kasus 

Meneliti terkait 

dengan 

Peraturan 

Daerah Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

Kabupaten  

yang 

memfokuskan 

pada daerah 

pertambangan 

diluar ketentuan 

Dalam penelitian 

ini lebih 

memfokuskan 

analisis  

kekosongan 

hukum pada 

aturan sanksi yang 

terdapat dalam 

Perda Tata Ruang 

Kabupaten Batang 

dengan dikaji 

dengan teori  
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Penambangan 

Batu Gamping Di 

Kawasan Karst 

Gombong Selatan, 

Kebumen, Jawa 

Tengah”. 

yang ditetapkan 

perda tersebut 

maslaḥah  

2.  Joufrensu 

Dewamoro, 

M.Yamani,dan  

Ahmad Wali 

(2024) 

“Penegakan 

Hukum Terhadap 

Pelanggaran 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang 

Lebong Nomor 8 

tahun 2012 

Tentang Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

Kabupaten Rejang 

Lebong”. 

Sama-sama 

membahas 

terkait dengan 

penegakan 

hukum terhadap 

pelanggaran 

perda rencana 

tata ruang 

wilayah 

kabupaten 

Peraturan yang 

dikaji berbeda 

pada penilitian 

sebelumnya 

berfokus pada 

Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 

2012 tentang 

RTRW Kabupaten 

Rejang Lebong 

sedangkan dalam 

penelitian ini lebih 

berfokus pada 

analisis aturan 

sanksi yang 

terdapat dalam 

Perda Tata Ruang 

Kabupaten Batang 

Nomor 13 Tahun 

2019 dengan 
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dikaji dengan teori  

maslaḥah 

3.  Fachriadi Nandar 

(2021) dengan 

judul 

“Pengawasan 

Terhadap 

Kegiatan 

Pertambangan 

Batuan di 

Kabupaten Bone” 

Menganalisis 

tentang 

penegakan 

Peraturan 

Daerah Rencana 

Tata Ruang 

Kabupaten  

Dalam penelitian 

sebelumnya lebih 

difokuskan kepada 

pengawasan dan 

upaya pemerintah 

daerah dalam 

penegakan hukum 

terhadap 

pelanggaran Perda 

No.2 Tahun 2013 

Kabupaten Bone. 

Dalam penelitian 

ini lebih berfokus 

pada aturan sanksi 

yang terdapat 

dalam Perda Tata 

Ruang Kabupaten 

Batang Nomor 13 

Tahun 2019 

dengan dikaji 

dengan teori  

maslaḥah  

4.  Hastuti Handayani 

(2021) l “Analisis 

Sama-sama 

membahas dan 

Penelitian 

sebelumnya 
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Penerapan Perda 

Tata Ruang 

Wilayah Kota 

Berdasarkan 

Siyasah 

Dusturiyah Di 

Kota Pare” 

meneliti terkait 

dengan 

Peraturan 

Daerah Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

Kabupaten 

berfokus pada 

proses perizinan 

pembangunan 

bangunan yang 

ditinjau dari 

siayah dusturiyah 

sedangkan dalam 

penelitian ini lebih 

berfokus pada 

aturan sanksi yang 

terdapat dalam 

Perda Tata Ruang 

Kabupaten Batang 

Nomor 13 Tahun 

2019 dengan 

dikaji dengan teori 

maslaḥah 

5.  Rahmawati Pallu 

(2024) 

“Implementasi 

Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 

2022 Tentang 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Terhadap 

Sama-sama 

membahas dan 

meneliti terkait 

dengan 

Peraturan 

Daerah Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

Kabupaten  

Penelitian 

sebelumnya 

berfokus pada 

implementasi dan 

perizinan pada 

saat terjadi 

pelanggaran pada 

Perda Tata ruang 

sedangkan dalam 
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Pembangunan 

Gudang Di 

Kabupaten 

Pinrang” 

penelitian ini lebih 

berfokus pada 

aturan sanksi 

dalam Perda Tata 

Ruang Kabupaten 

Batang No. 13 

Tahun 2019 jika 

terjadi pelanggatan 

dengan dikaji 

dengan teori 

maslaḥah 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Peneltian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. 

Penelitian normatif empiris adalah dapat dimaknai bahwa 

penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum normatif saja 

yaitu terkait dengan hukum atau peraturan namun berfokus pada 

bagaimana perilaku hukum tersebut di masyarakat. Bagaimana 

hasil nyata hukum diterapkan, dipahami, dan dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Sifat penelitian ini merupakan penilitian field research 

(penelitian lapangan), artinya secara sistematis akan 

mengangkat data di lapangan atau dapat dikatakan datang 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data, informasi, dan 

fakta konkret yang selaras dengan permasalahan yang diangkat. 
13

 

  

                                                 
13

 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995), 

hal.58. 
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2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pedekatan kualitatif merupakan metode 

yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu dari sudut 

pandang yang lebih dalam dan kontekstual. Fenomena tersebut 

bisa berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian 

seperti perilaku, pandangan, motivasi, tindakan dan lain-lain, 

yang diuraikan secara lengkap dalam bentuk kata-kata yang 

menggambarkan keadaan apa adanya. 
14

 

Selain itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

maslaḥah yaitu merupakan salah satu metode penetapan hukum 

dalam hukum Islam  yang mempertimbangkan kemaslahatan 

umum. Dengan pendekatan ini mampu memberikan flektibilitas 

dengan kaitannya penerapan hukum Islam  agar selaras dengan 

kebutuhan umat.  

3. Lokasi Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan dinamakan sebagai lokasi 

penelitian. Lokasi penelitian inilah yang nantinya menjadi 

tempat peneliti untuk memperoleh berbagai informasi mengenai 

data yang dibutuhkan. Kabupaten Batang merupakan lokasi dari 

penelitian ini, lebih khususnya penelitian akan dilakukan di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang 

dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.  

4. Sumber Data  

Sumber data penelitian ini dibagi dalam beberapa 

kategori, yaitu diantaranya :  

a. Data Primer  

Data primer didapatkan dengan cara observasi dan 

wawancara langsung di lapanagan. Penulis menyiapkan 

beberapa pertanyaan dan melakukan wawancara kepada :  

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Batang bagian penataan ruang.  

                                                 
14

  Feny Rita Fiantika,Mohammad Wasil,dkk Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Sumatra Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022),hal.3. 
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2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batag bagian 

penegakan peraturan perundang-undangan.  

3) Warga yang terdampak adanya pelanggaran kawasan 

pertambangan batuan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah  jenis data yang didapatkan  dari 

penelitian kepustakaan dengan mengadakan penelitian bahan 

hukum. Bahan hukum yang ditelititi terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

1) Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

memiliki sifat autoritatif atau dapat diartikan mempunyai 

otoritas. Bahan hukum ini merujuk langsung dengan objek 

penelitian. Bahan hukum primer yang penulis gunakan 

diantaranya:  

a) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 

2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten 

Batang Tahun 2019-2039 

b) Peraturan Bupati Batang Nomor 80 Tahun  2021 

tentang Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah 

Kabupaten Batang.  

2) Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder terdiri atas hasil publikasi  

seperti skripsi terdahulu, jurnal- hukum, literature, dan 

artikel yang berkaitan dengan permasalahan. Adanya 

bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan 

sebuah petunjuk dan pendukung data primer.   

5. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

menggunakan penelitian lapangan (obervasi), wawancara 

dengan teknik purposive sampling. Teknik ini dapat dimaknai 

sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

menimbang hal tertentu. Makusdnya adalah menimbang dan 

memilih orang yang dianggap paling tahu dengan permasalahan 
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yang akan diteliti, sehingga akan mempermudah penulis.
15

 

Adapun pihak yang diwawancarai adalah Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang bagian penataan 

ruang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang bagian 

penegakan peraturan perundang-undangan, dan warga yang 

terdampak kegiatan pertambangan batuan.  

Selain itu data yang dikumpulkan bersumber dari bahan-

bahan atau referensi tentang hukum baik peraturan perundang-

undangan atau kepustakaan seperti karya tulis baik yang berasal 

dari artikel, jurnal, buku, serta beragam sumber lain dari media 

sosial yang selaras dengan penilitian sehingga mampu 

memecahkan masalah yang diteliti.  

6. Teknis Analisis Data  

Setelah mendapat data yang diperlukan, kemudian 

nantinya akan dipelajari serta dikelompokkan sesuai dengan 

permasalahan. Kemudian, untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi Data yaitu 

dengan menggabungkan beberapa data dan sumber data yang 

ada sehingga nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan. 

  

H. Sistematika Penulisan  

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan penelitian 

sehingga akan tercipta penelitian yang tersusun secara sistematis, 

rencana penulisan dalam penelitian akan terbagi menjadi 5 (lima) 

bab dimana setiap bab terbagai lagi menjadi beberapa sub bab yang 

disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika 

pembahasannya sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang 

latar belakang penelitian,rumusan permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

sumber data, analisis data dan sistematika penulisan.  

BAB II  : LANDASAN TEORI, bab ini berisi dasar teori 

yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain meliputi 

                                                 
 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r Dan D, Cet. 23 

(Bandung: Alfabeta, 2016),hal.219. 
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teori peraturan perundang-undangan, teori kekosongan 

hukum (leemten van normen), teori penegakan hukum, dan  

teori Maslaḥah 

BAB III  : HASIL PENELITIAN, bab ini menjelaskan 

hasil penelitian yaitu terkait dengan Leemten Van Normen 

Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten 

Batang Perspektif  Maslaḥah Studi Analisis Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Batang Tagun 2019-2039  

BAB IV : PEMBAHASAN, pada bab ini berisikan hasil 

jawaban dari rumusan masalah yang diteliti terkait dengan 

Implikasi Leemten Van Normen terhadap penegakan hukum 

pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan 

tinjauan Maslaḥah terhadap kekosongan aturan sanksi izin 

kawasan pertambangan di Kabupaten Batang.  

BAB V   : PENUTUP, bab ini berupa kesimpulan dan saran 

terkait dengan hasil penelitian.  
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BAB V  

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis 

mengenai Leemten van normen tentang sanksi izin kawasan 

pertambangan di Kabupaten Batang Perspektif Maslaḥah, maka 

dapat disimpulkan bahwa :  

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 muncul 

sebagai aturan dasar dalam penegakan hukum terkait dengan 

penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batang. 

Regulasi mengenai arahan sanksi yang diberikan ketika terjadi 

pelanggaran perda tersebut sesuai dengan Pasal 142 adalah 

dalam bentuk sanksi administratif atau sanksi yang bersifat non 

pidana. Namun dalam ketentuan sanksi tersebut tidak dijelaskan 

lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

tersebut. Peraturan Bupati sebagai aturan turunan mengenai tata 

cara pengenaan sanksi administratif tersebut tidak ada dan baru 

terbentuk serta disahkan pada akhir tahun 2024, berarti dalam 

hal ini terjadi leemten van normen atau kekosongan hukum 

aturan mengenai peraturan lanjutan tata cara pengenaan sanksi 

pelanggaran tata ruang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. 

Keterlambatan pembentukan peraturan bupati sebagai aturan 

turunan mengenai pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang 

berimbas menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun 

permasalahan tersebut adalah bahwa dalam kurun waktu tahun 

2022-2024 ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang 

khususnya dalam izin kawasan pertambangan batuan yang 

mengakibatkan dampak terjadinya kerusakan alam dan bencana 

alam, akses jalan  yang rusak serta kerugian pemerintah daerah 

dalam perolehan pajak dari kegiatan pertambangan batuan yang 

tidak sesuai dengan kawasan yang diatur dalam peraturan 

daerah tata ruang. Selain itu, Penegakan hukum juga menjadi 
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belum maksimal walaupun sudah ditertibkan namun kegiatan 

pelanggaran izin kawasan pertambangan batuan masih bisa tetap 

muncul kembali dikarenakan aturan tata cara lebih lanjut 

mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perda tata 

ruang khususnya pelanggaran izin kawasan pertambangan 

belum dijelaskan secara tegas dan jelas. 

2. Maslaḥah berkaitan dengan sudut pandang akal sehat manusia 

terhadap segala hal yang mendatangkan kebaikan serta 

menghindarkan dari kemafsadatan. Kekosongan pengaturan 

lanjutan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan 

tata ruang khususnya sanksi izin kawasan pertambangan batuan 

mendatangkan banyak kemudharatan. Tidak ada aturan yang 

tegas mengenai pengenaan sanksi tersebut berakibat semakin 

banyaknya kasus pelanggaran aktivitas pertambangan yang akan 

mendatagkan dampak negatif, sehingga dalam hal ini tidak 

mengacu pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks 

Maslaḥah peraturan yang jelas mengenai sanksi pertambangan 

akan mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa 

kegiatan penambangan memberikan manfaat bagi masyarakat 

sehingga adanya aturan sanksi tersebut haruslah ditegakkan agar 

mampu menciptakan kemaslahatan umum bagi masyarakat.  

 

B. Saran  

Melalui hasil penelitian ini penulis mengungkapkan beberapa saran 

dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan diantaranya sebagai 

berikut :  

1. Pemerintah Kabupaten Batang seharusnya segera membuat 

aturan mengenai sanksi lebih lanjut terhadap pelanggaran 

pemanfaatan tata ruang dan memperjelas norma hukum pada 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2029 sehingga tidak terjadi 

kekosongan hukum yang akan berdampak negatif bagi 

masyarakat maupun bagi pemerintahan daerah Kabupaten 

Batang.  

2. Pemerintah Kabupaten Batang harus saling bekerja sama 

dengan baik untuk menindak kegiatan pelanggaran peraturan 
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daerah tata ruang khususnya terkait dengan izin kawasan 

pertambangan batuan dan meningkatkan pengawasan untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan sanksi mampu diterapkan 

sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.  

3. Diharapkan kepada masyarakat baik itu penambang ataupun 

masyarakat pada umumnya agar mampu membantu pemerintah 

dalam mewujudkan tujuan adanya peraturan daerah khususnya 

mengenai pemanfaatan tata ruang kawasan pertambangan 

dengan menaati dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.  
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